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ABSTRACT

Indonesian Labor Foree which is familiarly called TKIL various cases singe
departed from Indonesia until they back home Therefore, the labors
urgently need protection of law as well as emphasized by regulation so
called Undang-undang Nomor 39 fahun 2004 on protection and placement
of Indonesian Labor Force overscas. The problem which is identified on
this research is the role of this organizer in resolving inappropriate
performance and treatment of outsourcing companies in the case of labor
nlacement including problems faced by the organizer in resolving the
problems. In accordance with the analysis, it can be summed that, in
resolving the problem of imappropriate performance and treatment by
outsourcing company  Private  Indonesian  Labor Force Placement
Organizer potentially takes a part for resolving that problem to the related
countries immediately and facilitated by the Indonesian government.
Mechenism of resolving the inappropriate performance by outsourcing
company in placing the labors is that Private Indenesian Labor Force
Placement Organizer requires outsourcing company to have coordination
in resolving the problem. The organizer is also responsible in taking the
labors back home. It also includes complicated coordination with
sursourcing company faced by the Private Indonesian Labor Force
Placement Organizer, the high budget needed to back the labors home, and
the difference law between Indonesia and foreign countries, Therefore, it
s necessary to have special regulation of Indonesian govermment for
ruling outsourcing companies and better coordination between local and
central government, organizer, outsourcing company and contribution of
society fo protect the labeor.
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BABI1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah
setiap warga negara Indonesia yang memenuhi svarat untuk bekerja di luar neger
dalam hubungan kerja untuk jangka wakiu tertente dengan menerima upah.' Para
TEI tersebutlah vang akan ditempatkan ke negara-negara yang membuotuhkan
tenaga mereka.

Penempatan TEL merupakan kegiatan pelavanan untuk mempertemukan
TKI sesuai bakat. minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri
vang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan
dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai
ke negara tujuan, dan pemulangan dar negara tujuan.

Pelaksanaan penempatan tenaga kera i dilakukan dengan persyaratan
vang ketat baik yang menyangkut badan pelaksana, persyaratannya dan tahapan
penyelengearaannya, Hal im dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja terselbat
serjalan secara baik. lebih-lebah lagi pengerahan tenaga kerja ke luar negeri harus

ilakukan secara selekufl dan tidak menyulitkan tenaga kerja untuk menghindari

Lihar pasal | angka 1 Undong-undang Mo, 39 @b 2004 1entang Pencmpaizn dan
=crlindiigan Tenaea Kerja Indonesta dr Luar Mepen



kecenderungan pencari kerja Indonesia mencari kerja ke luar negeri secara illegal,
vang sangat merugikan pencari kerja itu sendin maupun nama haik negara ¥

Oleh karena itu diperlukanlah suatu lembaga yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan penempatan kerja TKI tersebut  Salah satunva adalah
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ({(PPTKIS) dahulu disebut
dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PITKL)). PPTEIS merupakan
badan usaha swasta vang memenuhi persyaratan sehingga dapat melaksanakan
penempatan tenaga kerja setelah mendapat Surat Tzin Usaha Penempatan PPTEILS
(SIUP-PPTEIS) dar Dircktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenapa Kerja atas
nama Menter.

PPTKIS inilah yang nmantinya mengurus sepala persyaratan vang harus
dipenuhi oleh calon TKI yang akan diberangkatkan sesual dengan hukum vang
berlaku di Indonesia mavpun di negara tujuan TKI tersebut. Dengan memenuhi
sepala persvaratan vang diperlukan maka TKI tersebut dapat bekerja di negara

juannya tersebut dengan status sebagai pekerja yang legal

Pada awalnya penempatan TKl ke negara-negara penempatan dilakukan

alul perjanjian langsung antara PPTKIS dengan perusabaan pengguna jasa,
nva para TKI tersebut langsung ditempatkan oleh PPTKIS ke perusszhaan-
-ahaan yang membutuhkan jasa mereka sesus dengan perjanpan vang telah

bati schefumnya, Mamun kemudian seiring dengan  globalisasi  dan

‘hangnya dunia bisnis, penempatan TKI1 ke berbagai negara lebih banvak

akan melalui sistem owdsenercrng (kontrak kerja pibak ketiga)

vsa. Pengontar Hukur Ketenagekerioan Tndonesia, Jakans, FT. Rapa Grsfindo
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalaban dh atas, maka dapat diperoleh solusi sehagal

herikul:

I

Perlu adanya peraturan perundang-undangan Indonesiz yvang didalamnya
mengatur mengenai perusahaan outsourcing bagi TKIL

Di dalam pembuatan perjanjian kerja perlu dicantumkannva klausul yang
terkant dengan pilihan hokum bila terjadi sengketa. Pilihan hokum ini
bertujuan agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan waktu yvang
relatif singkat sehingga tidak semakin merugikan bagi para TK1 Selain itu
pilihan hokum ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan TKIL,
dikarenakan perbedaan hokum yang berlaku di tiap-tiap Negara cenderung
dijadikan alasan untuk semakin melemahkan posisi TKL sehingea TKI

semakin dirugikan.

B. Saran

Tedak hanya Mitra Usaha saja yang harus dilakukan penilaian oleh
perwakilan Republik Indonesia, namun scharusnyva termasuk perusahaan
apfsonrcing  dan juga penilaian tersebut  ditetapkan didalam  dafiar

perusahaan owrsourcing bermasalsh dan diumumbkan secara periodik.
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